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Abstrak

Pengelolaan sampah di TPA Sarimukti menghadapi tantangan besar karena volume sampah
melebihi kapasitas desain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan pembatasan
ritase truk sampah (Instruksi Gubernur No.02/PBLS.04/DLH) sebagai langkah transisi menuju
sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Studi terpadu ini menganalisis efektivitas
kebijakan tersebut dengan mengintegrasikan dua perspektif: teori efektivitas kebijakan publik
menurut Riant Nugroho (yang menyoroti lima indikator tepat kebijakan, pelaksana, sasaran,
lingkungan, dan proses) dan kerangka ekologi pemerintahan menurut Robi Cahyadi (yang
menekankan dimensi Trigatra dan Pancagatra). Metode penelitian kualitatif deskriptif
digunakan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisis
menunjukkan bahwa kebijakan ini secara tepat kebijakan selaras dengan UU No. 18 Tahun 2008
dan Perda Jabar No. 12 Tahun 2010, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik TPA
(Trigatra). Dari sisi tepat pelaksana, koordinasi antar pemda dan SDM teknis masih menghadapi
keterbatasan, menunjukkan kebutuhan pelatinan dan kolaborasi yang lebih baik. Sasaran
kebijakan (tepat target) mengarah kepada kelompok penghasil sampah dan institusi pengelola
TPA, namun budaya memilah sampah di masyarakat perlu ditingkatkan agar kebijakan berhasil.
Indikator tepat lingkungan terpenuhi dengan menurunnya volume sampah masuk (sekitar
18,54% selama periode Ramadan 2024/2025) dan potensi pengurangan risiko longsor, meskipun
terbatasnya lahan fisik TPA tetap menjadi kendala. Dari segi tepat proses, proses pembuatan
kebijakan bersifat responsif terhadap krisis, namun implementasi di lapangan memunculkan
ketimpangan tugas dan belum sepenuhnya didukung edukasi publik. Pendekatan ekologi
pemerintahan memperlihatkan bagaimana faktor fisik (Trigatra: geografis, SDA, SDM) dan
sosial (Pancagatra: budaya, ideologi, ekonomi, dsb.) saling berinteraksi dalam kebijakan ini.
Kesimpulannya, kebijakan pembatasan ritase di TPA Sarimukti dinilai efektif dalam
menurunkan tekanan ekologis dan memperpanjang usia TPA, namun efektivitas penuhnya
masih terhambat oleh faktor sosial-budaya dan kapasitas pelaksanaan yang belum optimal.
Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah,
penguatan kapasitas SDM, serta koordinasi antar lembaga yang lebih baik.

Kata kunci: pengelolaan sampah, TPA Sarimukti, pembatasan ritase, efektivitas kebijakan
publik, ekologi pemerintahan.

Abstract

Waste management at the Sarimukti landfill faces major challenges due to excess volume
beyond its design capacity. The West Java Provincial Government has implemented a ritase
restriction policy for waste trucks (Governor’s Instruction No.02/PBLS.04/DLH) as a
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transitional step toward a sustainable waste management system. This integrated study analyzes
the policy’s effectiveness by combining two perspectives: public policy effectiveness theory by
Riant Nugroho (which emphasizes five indicators: right policy, implementer, target,
environment, and process) and government ecology framework by Robi Cahyadi (highlighting
Trigatra and Pancagatra dimensions). A qualitative descriptive method was employed, including
field observation, interviews, and document analysis. Results show that the policy is right in
terms of policy alignment with Law No0.18/2008 and West Java Regional Regulation
No.12/2010, and it accounts for the landfill’s physical environment (Trigatra). In terms of right
implementer, intergovernmental coordination and technical human resources still face
limitations, indicating a need for better training and collaboration. The right target indicator is
met by focusing on waste-generating groups and landfill operators, but public waste sorting
practices must improve for full policy success. The right environment indicator is achieved as
incoming waste volume has decreased (about 18.54% reduction during Ramadan 2024/2025),
reducing ecological strain and landslide risk, although limited landfill space remains an issue.
Regarding right process, policy formulation was a responsive crisis measure, yet on-the-ground
implementation has revealed uneven task distribution and insufficient public education support.
The government ecology approach illustrates how physical factors (Trigatra: geography, natural
resources, human resources) and social factors (Pancagatra: culture, ideology, economy, etc.)
interact in this policy. In conclusion, the ritase restriction policy at Sarimukti landfill is effective
in reducing ecological load and extending the landfill’s life, but its full effectiveness is hindered
by socio-cultural factors and implementation capacity. Policy recommendations include
enhancing community participation in waste segregation, strengthening human resource
capacity, and improving inter-agency coordination.

Keywords: waste management, Sarimukti landfill, ritase restriction, public policy effectiveness,
government ecology.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di wilayah Bandung Raya merupakan tantangan lingkungan yang
kompleks karena volume sampah yang terus meningkat. TPA Sarimukti, satu-satunya landfill
regional, dengan luas kurang lebih 21,2 hektar, menampung sampah dari Bandung, Cimahi, dan
Bandung Barat, dengan timbulan sampah yang sudah melebihi kapasitas dari desain awal.
Kondisi kelebihan beban ini menimbulkan masalah lingkungan serius, seperti pencemaran air
tanah oleh lindi, risiko longsor, dan polusi udara, terutama setelah insiden kebakaran besar pada
TPA Sarimukti tahun 2023. Situasi krisis ini mendesak pemerintah daerah untuk mengambil
langkah strategis. Sebagai regulator, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan
Instruksi Gubernur No.02/PBLS.04/DLH yang mengatur pembatasan kuota ritase truk sampah
dari masing-masing daerah dan melarang pembuangan sampah organik ke TPA Sarimukti.
Kebijakan pembatasan ritase ini bertujuan mengendalikan volume sampah masuk agar kapasitas
TPA tidak cepat penuh dan meminimalisir dampak ekologis.

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pembuatan aturan formal.
Perspektif ekologi pemerintahan mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat
dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara pemerintah dan lingkungannya. Konsep Trigatra
(lingkungan fisik meliputi aspek geografis, sumber daya alam, dan karakteristik penduduk) dan
Pancagatra (lingkungan sosial meliputi ideologi, politik, budaya, ekonomi, serta pertahanan-
keamanan) menjadi penting karena menentukan bagaimana kebijakan dijalankan dan diterima.
Misalnya, faktor geografis terbatasnya lahan TPA Sarimukti dan beban sampah yang tinggi
memaksa pemerintah menerapkan ritase untuk menyeimbangkan kapasitas fisik. Sementara itu,
nilai sosial-budaya masyarakat terkait sampah dapat mempengaruhi penerimaan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan menggabungkan sudut pandang kebijakan publik dan ekologi
pemerintahan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pembatasan ritase di TPA Sarimukti
secara terpadu. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi Teori Efektivitas Kebijakan Publik
Riant Nugroho (2020) yang menilai efektivitas melalui lima indikator (tepat kebijakan,
pelaksana, sasaran, lingkungan, proses), serta Ekologi Pemerintahan Robi Cahyadi (2021) yang
menekankan pengaruh Trigatra dan Pancagatra. Melalui analisis kritis integratif, penelitian ini
mengevaluasi seberapa jauh kebijakan ritase sudah memenuhi indikator efektivitas dan adaptif
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terhadap lingkungan pemerintahan lokal. Selain itu, penelitian ini juga mendiskusikan interaksi
antara aspek hukum, teknis, sosiokultural, dan ekologis dalam konteks kebijakan persampahan
di Bandung Raya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
mengkaji secara mendalam efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Bandung Raya
dengan fokus studi kasus pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif proses
implementasi kebijakan serta berbagai faktor teknis, sosial, dan kebijakan yang mempengaruhi
keberhasilannya dalam konteks nyata. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan
wawancara di lokasi TPA Sarimukti terkait pelaksanaan kebijakan pembatasan ritase truk
sampah.

Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti peraturan daerah,
laporan pengelolaan sampah, serta literatur ilmiah yang relevan sebagai landasan teoritis dan
untuk memperkuat validitas temuan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung,
wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif
dengan mengikuti tahapan Miles dan Huberman (1994), yaitu pengumpulan data, reduksi data
untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif,
triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas, serta penarikan kesimpulan yang
menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TPA Sarimukti, yang
terletak di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dengan karakteristik
geografis berupa lereng perbukitan dengan kemiringan antara 16% hingga 25%, serta dikelilingi
oleh pegunungan dan punggungan yang berjarak sekitar 200—-400 meter dari jalan utama
Rajamandala-Bojongmekar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tepat Kebijakan

Menurut pandangan Riant, sebuah kebijakan dianggap tepat jika berhubungan dengan
penyelesaian suatu permasalahan. Kebijakan mengenai batasan ritase di Sarimukti dibuat
berdasarkan permasalahan penumpukan sampah. Rencana teknisnya mencakup pembangunan
Zona 5 serta penetapan kuota harian sekitar 214-223 ritase atau sekitar 1. 390-1. 500 ton untuk
memperpanjang umur TPA. Tindakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 untuk wilayah Jawa Barat yang menetapkan
sistem zonasi dan pengurangan sampah. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki tujuan yang
jelas dan landasan hukum yang kokoh.

Dari aspek operasional, konsep zonasi dan pengurangan TPA dinilai secara teknis cocok
untuk menangani penumpukan limbah. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor non-
teknis: minimnya pemilahan di lokasi sumber, dampak terhadap layanan setempat, dan
keterlambatan dalam pembangunan fasilitas baru. Sebagai contoh, sistem zonasi (aktif, pasif,
lindi, gas) yang ditetapkan berdasarkan UU 18/2008 belum berjalan dengan maksimal karena
keterlambatan penyelesaian Zona 5 dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan kata lain,
baik konsep politik maupun persyaratan teknis sudah benar, tetapi pelaksanaannya di lapangan
memiliki batasan yang mengurangi efektivitasnya.

Tepat Pelaksana

Aspek pelaksana yang tepat menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan harus sesuai
dengan jenis kebijakan yang ada (baik yang dijalankan pemerintah, melalui kerja sama, atau
oleh satu lembaga). Kebijakan Sarimukti mencerminkan kerja sama yang luas antara berbagai
aktor dari sektor publik dan swasta. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berperan
sebagai aktor utama yang merancang dan mengkoordinasikan langkah-langkah kebijakan
makro, seperti pembatasan ritase dan pembentukan zona baru. Di sisi lain, kantor LH di tingkat
kabupaten/kota (Bandung, Cimahi, KBB) bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis:
menetapkan rencana ritase, menjalankan sistem pemilahan lokal, dan melakukan sosialisasi
(contohnya, "jika tidak memilah, tidak akan diangkut™ untuk rumah tangga). Para staf lapangan,
seperti pembersih dan pengemudi truk, harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri
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dengan kuota baru dan harus merencanakan jadwal. Di TPA, petugas keamanan dan alat berat
menjaga agar operasi harian tetap berjalan, terutama saat menghadapi insiden seperti longsor
atau kebakaran. Selain itu, pemulung dan koperasi sampah juga berkontribusi secara informal:
pemulung melakukan pemilahan sampah organik di malam hari, sedangkan koperasi kecil
mengolah sebagian dari sampah organik tersebut menjadi kompos. Kerja sama ini menunjukkan
adanya keterlibatan banyak pihak, sejalan dengan prinsip kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat dalam teori Riant.

Namun, pelaksana belum melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara
menyeluruh. Partisipasi dari sektor swasta yang signifikan, seperti pasar dan industri makanan,
masih sangat terbatas. Ini berarti bahwa sumber-sumber limbah utama belum dimasukkan dalam
program yang dilaksanakan, sehingga kebijakan tidak menjangkau semua pihak yang
menghasilkan sampah. Dalam hal kapasitas, lembaga yang bertanggung jawab (lembaga
pemerintah) umumnya memiliki tenaga ahli yang cukup. Namun, mereka masih menghadapi
masalah kekurangan dana dan infrastruktur yang mendukung, seperti tempat penampungan
sementara (TPS) 3R di daerah. Komunikasi dengan masyarakat juga belum berjalan dengan
baik: Meskipun berbagai kampanye telah dilakukan, banyak orang masih belum memahami cara
memilah sampah atau belum cukup disiplin. Secara keseluruhan, para pihak yang
berkepentingan utama telah dilibatkan dalam pelaksanaan, namun cakupan dan dukungan
sumber daya belum merata, yang menimbulkan masalah dalam proses pelaksanaan.

Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti kebijakan tersebut ditujukan kepada kelompok yang benar-benar
mengalami masalah. Instruksi Gubernur No. 02/PBLS.04/DLH fokus pada tiga kelompok
utama, yaitu pemerintah daerah penghasil limbah, pemerintah kota yang menghasilkan limbah
organik, dan manajer TPA Sarimukti. Penentuan kuota pengangkutan per daerah (Bandung
sekitar 140 rit, Kabupaten Bandung 40, Cimahi 17, Kabupaten Bandung Barat 17) menunjukkan
bahwa upaya ini terkait dengan Undang-Undang Pengendalian Sampah (PEMDA) yang relevan.
Begitu juga, pelarangan pembuangan limbah organik diarahkan kepada pemerintah kota sebagai
penghasil utama limbah tersebut. Dengan posisi yang strategis ini, prinsip ketepatan sasaran
dalam penyusunan kebijakan terjamin.

Namun, pelaksanaan tujuan tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.
Laporan dari Walhi Jabar menunjukkan bahwa kendati telah dikeluarkan larangan, volume
sampah organik yang dibuang di Sarimukti masih sangat banyak, menandakan bahwa penerapan
kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Di beberapa wilayah, pemerintah daerah
tidak selalu menerapkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten dikarenakan
kurangnya koordinasi dan perbedaan prioritas, sehingga dampak dari tindakan tersebut belum
sepenuhnya dirasakan. Bahkan di tingkat lokal, pemahaman dan kepedulian masyarakat
terhadap pengelolaan sampah organik masih minim, yang menyebabkan proporsi sampah
organik di tempat pembuangan akhir tetap tinggi. Dengan kata lain, meskipun secara teori
tindakan ini terdengar baik, pelaksanaannya di lapangan tidak efektif akibat kurangnya
pengawasan, edukasi kepada publik, dan infrastruktur yang memadai.

Tepat Lingkungan

Aspek tepat lingkungan mencakup kesesuaian kebijakan dengan kondisi internal
(pelaksana, koordinasi) dan eksternal (dukungan publik, opini). Secara internal, banyak daerah
penghasil sampah belum siap secara infrastruktur. Misalnya, beberapa Kab/Kota belum
memiliki fasilitas pengolahan organik, sehingga pelarangan organik sulit dijalankan. Hasil
survei bahkan menunjukkan Sarimukti masih menerima 300-320 ritase campuran (2.500 ton)
per hari, di mana 70 % di antaranya organik yang seharusnya dilarang. Kondisi ini memperjelas
lemahnya pemilahan sampah di tingkat sumber dan kendali truk yang lemah, sehingga
kebijakan tertulis tampak “tanpa makna” di lapangan. Koordinasi antar-lembaga juga belum
optimal: meski Instruksi Gubernur telah diedarkan dan satuan tugas terbentuk, perbedaan
prioritas antar daerah dan minimnya pengawasan membuat kebijakan sulit ditegakkan seragam.
Singkatnya, aspek lingkungan internal belum kondusif bagi implementasi.

Dari sisi eksternal, dukungan masyarakat juga rendah. Tingkat kesadaran memilah dan
mengurangi sampah organik masyarakat Bandung Raya masih minim. Sosialisasi pemerintah
dan pemda belum membuahkan perubahan signifikan dalam kebiasaan warga. Komitmen
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pemerintah daerah pun belum optimal: beberapa wali kota/bupati belum sepenuhnya
melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah lokal meski diimbau (misalnya Kota Bandung
masih mengirim lebih dari 1.500 ton/hari ke Sarimukti dengan 70 % organik). Media dan LSM
telah mengawal isu ini, namun dukungan eksternal sejauh ini belum cukup mengubah kondisi.
Dengan demikian, lingkungan pendukung kebijakan baik internal maupun eksternal belum
memadai, sehingga dimensi tepat lingkungan belum sepenuhnya terpenuhi.

Tepat Proses

Dimensi tepat proses menilai tahapan implementasi kebijakan (penerimaan, adopsi,
kesiapan strategi). Tahap policy acceptance masih rendah. Sosialisasi kebijakan pembatasan
organik belum menyentuh seluruh masyarakat, terutama pada tingkat rumah tangga sebagai
produsen utama sampah organik. Kurangnya komunikasi yang intensif menyebabkan
pemahaman warga minim, sehingga terjadi resistensi berupa ketidakpatuhan dan terus
terjadinya pembuangan sampah organik. Pemerintah belum membangun legitimasi sosial yang
kuat atas kebijakan tersebut.

Tahap policy adoption juga belum optimal. Sebagian pemerintah daerah di Bandung Raya
belum menyusun peraturan turunan (perbup/perwal) untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur
tersebut. Akibatnya, masih banyak truk pengangkut memasuki Sarimukti dengan muatan
organik tanpa pemantauan khusus. Belum adanya standar operasional baru dan sistem
monitoring yang adaptif menunjukkan lembaga pelaksana belum siap secara struktural dan
prosedural menghadapi kebijakan baru. Tanpa adopsi yang konkret, kebijakan provinsi menjadi
sulit diimplementasikan di tingkat lokal.

Tahap strategic readiness teridentifikasi paling lemah. Banyak daerah belum memiliki
fasilitas pengolahan sampah mandiri (insinerator, komposter, RDF) atau unit pengelolaan
sampah tingkat RW. Program pemilahan di tingkat rumah tangga belum menyeluruh karena
warga belum mendapat sarana atau pendampingan teknis memadai. Koordinasi antar dinas
lingkungan hidup provinsi-kabupaten juga belum efektif, mekanisme pengawasan tidak
sistematis, dan anggaran pelaksanaan belum mencukupi. Belum adanya evaluasi berbasis data
dan insentif/sanksi membuat kebijakan sulit diawasi dan dipertahankan. Secara keseluruhan,
kelemahan penerimaan, adopsi, dan kesiapan strategis ini menunjukkan ketepatan proses
kebijakan pembatasan ritase masih belum terpenuhi.

Panca Gatra

Kerangka ekologi pemerintahan melihat faktor sosial-budaya salah satu elemen Panca
Gatra sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Meskipun nilai tradisi lokal Sunda, seperti
pamali membuang sampah ke sungai mendukung kepedulian lingkungan, kenyataannya banyak
warga Bandung Raya telah mengadopsi budaya pragmatis dan konsumtif. Selain itu, mayoritas
responden riset menyatakan membuang sampah ke sungai dianggap penyelesaian cepat. Nilai
ekonomi dan kemudahan sering mengalahkan kesadaran kolektif. Instruksi Gubernur yang
mengandalkan partisipasi masyarakat menjadi sulit diterapkan jika budaya memilah sampah
belum mengakar. Data lapangan pun menunjukkan mobil pengangkut tetap membawa sampah
organik tanpa pemeriksaan ketat, mengilustrasikan kesenjangan antara kebijakan formal dan
realitas budaya lokal. Singkatnya, nilai-nilai sosial-budaya yang pragmatis dan partisipasi publik
yang rendah membuat kebijakan pembatasan ritase cenderung hanya retorika belaka.
Pendekatan Pancagatra menuntut strategi pengelolaan sampah mengintegrasikan perubahan
budaya seperti edukasi intensif, insentif sosial agar kebijakan teknis dapat berlaku efektif.
Trigatra

Faktor lingkungan fisik (Trigatra) sangat menentukan urgensi kebijakan. TPA Sarimukti
secara geografis terletak di Cipatat yang sempit sekitar 25,2 hektar namun menjadi pusat
pembuangan sampah Bandung Raya. Akibat lokasi strategis ini, volume sampah yang masuk
sangat besar sehingga kapasitas ideal TPA kelebihan hingga 700-800 %. TPA yang berdekatan
dengan permukiman juga menimbulkan dampak pencemaran langsung seperti bau limbah air
bagi warga sekitar. Selain itu, kondisi hujan lebat dan akumulasi metana di tumpukan
menyebabkan beberapa insiden kebakaran TPA tahun 2023.

Karena keterbatasan lahan dan risiko geografis tersebut, pemerintah terdorong
menerapkan pembatasan ritase untuk mengendalikan laju sampah agar kapasitas ada dapat
dikelola lebih efektif. Kebijakan ini menjadi langkah penting menghindari krisis sampah lebih
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parah. Pendekatan trigatra menegaskan bahwa strategi pengelolaan sampah tidak hanya soal
teknis, melainkan harus adaptif terhadap kondisi lingkungan fisik yang ada.

Faktor ketiga dalam Trigatra adalah sumber daya manusia (SDM). Kapasitas SDM di
tingkat kabupaten/kota berperan krusial dalam respon masalah sampah. Ketika daya dukung
SDM belum mampu mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya teknologi rumah
tangga, beban pengangkutan dan penimbunan meningkat. Hal inilah yang mendorong lahirnya
kebijakan pembatasan ritase misalnya, volume sampah masuk mencapai 1.750 ton/hari melebihi
kapasitas ideal 1.000 ton dikarenakan kurangnya pengelolaan hulu sampah. Kebijakan
pembatasan ritase merupakan intervensi struktural atas ketidaksiapan SDM lokal mengolah
sampah secara mandiri. Pendekatan trigatra menggarisbawahi bahwa kendala SDM menjadi
pendorong utama kebijakan pembatasan ini.

Dampak

Kebijakan pembatasan ritase truk sampah ke TPA Sarimukti terbukti berdampak
langsung pada penurunan volume sampah yang masuk ke zona aktif. Data menunjukkan bahwa
selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024—-2025, volume sampah turun sekitar 18,54%, dari
46.977 ton menjadi 38.270 ton. Penurunan ini membantu mengurangi tekanan fisik pada lahan
TPA yang sebelumnya telah kelebihan kapasitas hingga 700-800% dari daya tampung awal.
Dari perspektif ekologis, hal ini berkontribusi pada perpanjangan umur zona aktif dan
menurunkan risiko bencana lingkungan seperti longsor dan pencemaran lindi. Pembatasan ritase
juga mendorong sebagian pemda untuk mempercepat pembangunan tempat pengolahan sampah
lokal, sehingga memicu desentralisasi pengelolaan sampah.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial dan kelembagaan. Beberapa
wilayah mengalami penumpukan sampah sementara akibat keterbatasan kapasitas pengolahan
lokal dan minimnya fasilitas pemilahan di sumber. Petugas pengangkutan dan pengelola TPS
merasa terbebani oleh perubahan sistem ritase tanpa pelatihan tambahan atau dukungan teknis
yang memadai. Selain itu, larangan membuang sampah organik belum sepenuhnya dipatuhi
karena rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan lapangan. Hal ini
menunjukkan bahwa dampak positif kebijakan masih bersifat teknis, sedangkan dampak
sosialnya memerlukan pendekatan partisipatif dan edukatif yang lebih kuat untuk mendukung
keberhasilan jangka panjang.

SIMPULAN

Kebijakan pembatasan ritase truk sampah di TPA Sarimukti telah dirancang dengan tepat
secara substansi, berbasis kebutuhan dan regulasi yang kuat. Pendekatan teknis (zona baru,
landfill mining, pembagian kuota) sesuai untuk mengatasi kapasitas terbatas TPA. Namun,
evaluasi indikator efektivitas menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan
pelaksanaan. Secara kelembagaan, aktor kunci (provinsi, pemerintah daerah, masyarakat) telah
dilibatkan, tetapi koordinasi dan dukungan sumber daya belum sepenuhnya siap. Sasaran
intervensi (Pemerintah Daerah dan masyarakat penghasil organik) sudah tepat, tetapi
efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan dan rendahnya kesadaran publik.
Lingkungan pendukung kebijakan pun belum kondusif, internal kelembagaan belum siap dan
infrastruktur terbatas, sedangkan eksternal (dukungan masyarakat, komitmen Pemerintah
Daerah) masih kurang. Dari sisi proses kebijakan, penerimaan sosial, adopsi operasional, dan
kesiapan strategis semua menunjukkan kekurangan signifikan. Kerangka ekologi pemerintahan
menegaskan bahwa faktor fisik dan sosial (Trigatra dan Pancagatra) sangat mempengaruhi hal
ini. TPA Sarimukti menghadapi keterbatasan geografis dan SDM yang tinggi, serta budaya lokal
yang pragmatis, sehingga kebijakan teknis saja tidak cukup. Dengan demikian, meski kebijakan
pembatasan ritase telah tepat secara konsep dan tujuan, keberhasilannya menuntut perbaikan
menyeluruh pada implementasi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Rekomendasi mencakup pengembangan infrastruktur pengolahan lokal, pendidikan publik
intensif, penerapan regulasi pelaksana di tingkat daerah, serta mekanisme insentif-sanksi agar
kebijakan lebih efektif jangka panjang.
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